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bahwa untuk memberikan pelavanan dan
perlindungar  hukum atas penstiwa perdata di
bidang catatan sipil maka perlu dilakukan
Pengelolaan Penvelengaraan Pelavanan Catatan
Sipil !

bahwa untuk maksud ersshur perly menetapkan
Peraturan  Diaerah 1emang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil.



Mengingat

- Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 ieniang Pencatatan

Sipil golongan Eropa;

. Staatblad Tahun 1917 Nemor 130 jo - siatblad

Tahun 1919 Nomor 81 tentang  Pencauuan  Sipil
Giolongan Tionghos:

« Undang-Undang Nomuor 13 Tahun 1950 reang

Pembentukan Daerah-dacrah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- Undang-Uindang Nomor 62 (zhun 1958 tentang

Kewarganegaraan Repuplik Indonesia ( Lembaran
Negara Tabun 1958 Nomwor 13, Tumbahan
Lembaran Negara 1647),

. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang

Perkawinan ( Lembaran Neggra Tehun 1973
Nomor | Tambahan Lembaran Negara Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor ¥ ‘lahun 18] tentang
Hukum Acara Fidana ( Lembaran Negara Tahun
198l Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Urdimg-Undang Nomor 9 Tahup 1992 tentang
Kermigrasian ( Lembaran Negara Tabun 1992,
Noemor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor
34370;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 wantng

Hak Azari Manusia ( Lembaran Nepars Tahun
1999, Nomor 165 Iambahan Lembaran Negara
Neomor 3886):
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Tahun
2002, Nomor 109 Tambaban Lembaren Negara
Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 =niang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negare Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Tembaran Negara
Nomor 4437)

. Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

ternang Pelaksanaan Undang-Undeang Nomor 8
Tabhun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

- Peraturan Penerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nemor 1 Tahun 1974
lentang Perkawinan ( Lembaran Negara Tahun
1975, Nomor 12 Tembahan Lombaran Negara
Nomor 3038}

Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 1908
tentang Penyerahan schagian urusen Pemerintahan
di Bidang Penyelenggarnan Catstan Sipil (
Pendaftaran Penduduk ), kepada Daerab |
Lembaran Negarz Tahun 1998, Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);

Kepumisan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 12
Tabun 1983 teatang Fenctapan dan peningkatan
pembinaan Penyelenggaraun Catatan Sipil;

a



Menetapkan :

5.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
1999 1emang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipal;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGARAAN
PELAYANAN CATATAN SIPIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraluran Dacrah ini yang dimaksud dengan

I.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

Pemerintah Dacrali adalah Pemerinah Kabupaten Banyumas;

Dewnn Pervakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Devwen Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten Bamyumas ;

Bupati adalah Bupati Banyumas;

10.

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah
Hadan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Bercncana
Kabupaten Banyumas / Dinas / Instansi yang herwenang di bidang
Catatan Sipil.

Penyclenggarean Catatan Sipil adalah keseluruhan aspek kegiatan
pendaftaran pelaporan, pencatatan Jan penerbitan akie-akta Cuum
Sipil beserta perubshannya yang mefiputi akiz-akie Kolabirun,
kematian, percwainan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak,
akte izin kawin, surat kenal lahir, surat enal mati dan surat-surat
keterangan Catatan Sipil termasuk kegiatan penyuluhan fasilitasi dan
penyajian informas:;

Akta Catatan Sipil acalah akta Autentik yang berisi Qaumu lengkap
scscorang mergenai kelahiran, perkwinan, perceraian, keimatian,
pengakuan dun pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan
nema yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Keluarza Berencana sebagal dokumen Negara;

Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutdp dari akin Catatan
Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri pribadi orang yang
bersangkutan, maupun pihak ketige mengenai kelahiran, perkawinan,
perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak,
pengangkatan anak dan perahahan namis,

Kutipan akta kedua dan scierusnva adalah kutipan akte Catatan sipil
yang kedua dan seterusnya yang capar diterbitkan oleh Balchn
Kependudirkan Catatan Sipi! dan Keluarga Berencana karena kutipan
aktn asli ( pertama ) hilang, rasak dan musnah dibuktikan dengan
surat keterangan dari pihak yang berwajib;

Salinan akta adalah isi langkap akia Catatan Sipil yang diterbitkan
oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarge Berencana aras
permintaan pemohonuntuk suam keperiuan ierientu,
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Turunan akie Catatan sipil adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang di
wrun oleh pejabat Catatan Sipil yang berwenang pada Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Gari akia aslinya
di werbitkan atas permintzan pemohon karenz kulipan akta/ salinan
sktanya hilang aiau rusak;

- Akis kelsbiren sl sutin adalah alta kelshiran yang di call don

diterbitkan olch Budan Kependudukan Cargian Sipil dan Keluaiga
Berencama / Dinas / Instansi veng berwenang di bidang Catatan Sipil
atas peristiva kelahiran anak (bayi) vang rerjedi ¢i wilayvah Kabupaten
Banyumas vang didaftarkan dan dicalal tidak lerlambat pelaporannya
sejak tanggal kelahirannya, sesuai dengan ketentuan perawran  Per
Undang-Undangan yang berlaku ( bagi WNA 3 hari kerja, WNI
eeturunan Eronah yang tunduk staatblat'Tahun 1842 Nomor 25,10 hari
kerja dan WNI keturunan Tieng Hoa yang tunduk pada staatblat Tehun
917 Nemor 130 dan WNI pribumi bukan kewwrunan asing vang
tunduk pada staa.blat Tahun 1933 Nomor 75 dan staatblat 1920 Nome
751, 60 harikerja )

. Ak Catasan Sipil kelahiran Ekarminasi adatah akta Catatan Sipil vang

dicatal dan ¢i terbitkan oleh Badan Kependudukan Catstan Sipil dan
Keluarga Berencana  stas pelaporan kelahicen terlambar melebihi
batas wakmm 60 hari kerja sejzk kelahirannya yang di dafiarkan khusus
bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukun kewrunan
asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas yang fahir
sampai dengan 1 Januari 19%6 dan belum mepnlikl akta kelahiran
dan bagi yang ticak di lahirkan & Luar Negeri;

Akta Cazatan Sipil keluhiran Dispensasi adalah akia Caratan Sipil yang
dicalat dan dierhitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana atas pelaporan peristwa kelahiran teriambat bagi
penduduk pribumi Warga Negara Indoncsia bukan keturunan asing
vang belum memilikiakta kelahiran sejak ketahizm schelum samipai 31
Desember 1985 dan bukan kelahiran di Luar Negen:

&

5.

16.

17.

IE.

Akta kelahiran [stimewa adalah akia kelahiran yang dicsat dan di
terbitkan oleh Badan Kependudukan Catalan Sipil dan Kelua
Berencana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambat melebihi
batus wakty pelaporan kelahiran sesuai ketentuan peraturan per
Undang-Undangan yang berdagar putisan Peagadilan Negeri;

Surat Keterargan Catatan sipui adalah surat yang diterbitkan oleh
Badan Kependuduken Catatan Sipil dan Keluarga Berencapa
mengenai sesuatu hal yang berftdungan dengsn tugas pelayanan
Catatan Sipil;

Akta Perkawinan adalah akta yong dicatat dan diterbitkan olzh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan  Keluarga Berencara bagi
perxawinar pasangan mempelai umat non islam ( Kristen, Hindu,
Budha, Katholik dan lamnya ) vang telah melangsunghan
perkawinannya menurut hukum agama dan kepercaveonnya,

Akia Peroerai adalah akta yang dicatal dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Derencena / Dinas |
instansi yang berwenang o bidang Catatan Sipil bagi perkawinan
selnin yang her agama isiam yang putus Karcna pereeraian berdasar
putusan Pengarilan Negeri yang telah mempunyal kekuatan hiukum
eEn ( pasti)

. Aktz Pengakuan anak adalah sk yvang dicat den diterbitkan oleh

Badan Kependudukan Caratan Sipil dan Keluarza Berencans | Dinas

Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi anak luar nikan/

kawin diluar ikatan perkawinan orang luanya yang sah yang tunduk
ada staablat tahun 191/ Nomor |3t} 3o stasthiat Tahun 1919 Nomor
1 dan staatblat Tahun 1539 Nomor 253

Pengesahan anak adalah pencatatan peristiwa pengasahan anak har
nikah/ kawin bagi anak pasangan selam iinm yang dicatat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan K2juurga
Berencana / Dinas | Instansi yeng berwenang di bidang Catatan Sipil
hagi mercka yanz omng tuanyva kemudian dicatatkan perkawirannya
sccara sah mclalui Catatan Sipil bagi yang wnduk pada staatblat 1839
Numor 25 staatblat Tahun 1917 Nomor 130 jo stantblat Tahun 19149
Noor 81 staatbian Tahun 1952 Nomor 73 o starian Tabun 1939
Nomor 507 dan non staatblar:
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Akla Kematian Ummn/ Rutin adalah  akta yvang dicatat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana berdasarkan atas pelaporan peristiva yveng eradi di
Wilayah Kabupawen Banyumas, kemudian didaftarkan selambal-
lambatnye 60 (2nam puluh) hari kerja sejak terjadinya peristivwa
kematian terscout bazi Warza Negara Indonesia yang winduk  peda
staatblat labun 1420 Nomor 751 jo staatblat'lahun 1927 Nomor 2 jo
staatblat Tahun 1936 Nomor 607 jo staathlat 1919 Nomor 8l dan
Nomor 10 tsepulull) han kerja bagn yang tunduk pada staatblad Tahun
1849 Nomor 25 serta bagi WNA 3 (tiga) han kerja sejak teriadinya
peristhwa kematian tersehur;

Akto Kematian [stimewa adalah akta yang cicatal dan diterhitkan oleh
Radan Kependudukan Cataan Sipil dan Keluarga Derencana atas
peristiwa terjadinya kematian yang lerlambat pelaporarnya melebih
batns waktu pelaporan vang telab diatur sesnal keteniuan peraturan
pe rundangan yang berlaku berdasar putusan Pengadilan Negeris

Pengangkatan anak adalah peristiwa penganghatan anak yang clah
dicatat pada Badan Kependudukan Cawman Sipil dan Keluarga
Berencana  berdasar putusan  Pengadilan Negeri yang ielah
mempunyai kekuatan hukum tetap st berdasar akta Notaris sesuai
ketentuan hukum den peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku:

Akta izin kawin adatah akia vang dicatat dan diterbitken oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Kaluarga Berencana sehagai dasar
persetujuan pencatatan perkawinan hagi calon pasangan perkawinan
yang berumur kurang dari 21 (duapuluh sat) tahun, batas usi cewssa
perkawiran bagi mempelai pria diatas usea 19 (sembilan belas) whin
dan mempelsi wanita diaias usia |6 (cnmnbelas) mhun scsual
ketemuan peraturan Per Undang- Undangan yang berlaku;

25.

Feagesehan perjanjion Perkowinan adalah pencatatan pengesahan
perjanpan haris ierpisah dalam asas peristiwa perkawinan diluar harta
borsama scsuai akta Notaris yang disahkan oleh pejabat Catatan Sipil
pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
pada saat sehelum atay bersamaan dengan pemeeuhian pencatatan
perkawinan dilaksanakan scsuar ketentuan perawran Per Undang-
Undungan yang berlaku;

26. Tanda bukti pelaporan Catatan Sipil adalah tandz bukii yang dicatat

dan diterbitkan ¢leh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa pelaporan yang dilakukan oich Warga
Negars Indonesie yang telah melaksanakan percatatan perkawinin,
perceraian, kelahiran, kematian, penzakuan dan pengesahan anak dan
pengangkatan anak yang teiah dicatatkan di Loar Negeri

. Mutasi datn Catatan Sipil adulah catatan pmgair pada akia Catatin

Sipil yang dicatat oleh Radan Kependudukan Catatun Sipil dan
Keluarea Bercncana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi
sescorang tentang perubahan/ garti dan perubahan nama, perubahan
slatus kewsrpanegaraan, identhas kelamin, dan perubahen atas
kejadian peristiwa kematian, perceralan, pengakuan, pengesahan dan
penganghkatan anak yang dicatat pada biodata register akfa Caraan
sIpils

Waijib akte Catatan Sipil adalah oranz pribunn batk WNI ataupun
WNA yang bartempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas
vang wajib memiiiki dokumen akta-akta Calan Sipii sebazai landa
bukti sah dan tiduknya temang identites dir pribadimya i depan

hukuam:
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30.

Pelapor/ pemohon zkta Catatan Sipil adalah orzng pribadi yang
mengaukan permohonan sendiri / anggota keluarga / Kuasanmya untus
mendapatkan pelayanan Catatan Sipil peda Badan Kependudukan
Calatan Siptl dan Keluarga Berencana,

Saksi pendaftaran akta Camvan Sipil acalal orang perorang schagai
soksi yang telah memenuhi syarat undang-undang derusia dewasa lehin
dari 21 (duapulub satu) Tahun yang ikut bertanggung jawab secara
hukum menyaksikan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan,
perceraian, pengekuan/ pengesahan dan pengangkamn anak dan
pendaftaran akla Catatan Sipi! pada Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Keluarga Bercncana karena melihat, mendengar dan
mengetabui peristiwa perdata yang cisaksikan dan bertanggung jawab
secarn hukum sesuai ketentuan Perundang-andangan yang berlaku

BAB 1L

TUJUAN PENGELOLAAN PENYELANGGARAAN PELAYANAN

CATATAN SIFIL

Pasal 2

Tujuan Penzelolaan Penyelengzaraan Catatan Sipil adalah

s

menetapkan status dan kedudukan hukum keperdataan sescorang,

memberikan kepastian hukurm dari sahnya peristiwa perdata Catatan
Sipil yang di cararkan:

merupakan alat bukt yang sah atas peristiva hukum yang dicatathzn,
meningkatkan pelavanan di bidang Akm-nktacaatan sipil -

emiuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kewwhan dan Kesatuan
hanosn

n

menunjang  lerlib adminstrasi Cwaan Sipil guna  perencansan
pembang Lan serta pengawasan dan pengendalian kependadukan;

Untuk mendukung pendapatan ash daerah,
BAR 11T
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA

Pasal 3

Netiap Warza Negara bark Warga Negara Indonesia maupun warga Negara
Asing vang berdomusili di Wilayah hukum Kabuparen Banyumas berhak
urtuk mendapat pelayanan dalam penyelenggeran Catatan sipil oleh Badan
Kependudukan Cataen Sipt] dan Keluarga Berencana;

(1)

{2)

T
—

Pasul 4

Setiap Warga Negara baik Warga Negars Indonzsia maupun wargs
Negarn Asing yanmg berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten
Banyumas wajb melaporkan, mendartarken dan mencatatkar setap
kejadian perisuwa perdam Cataian Sipil (kelabiran, kemadian,
perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan
anak ) kepada Bupati banyumas melalui Badan Kependudukan Catatan
Sipil din Keluarga Berencana dalam batas wakiu pelaporan sesual
ketentuan per undan2-undangan yang berlaku:

Kewajiban schagaimana yang dimaksud pada ayat (1 ) termasuk juga
kewajiban untuk melapotkan sctiap mutasi data dan mutasi bodata
Castun Sipil vang terjadi;

Kewajiban pendaftaran Catatan Sipil sebagaimana di maksud pada
avat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini dikecunlikan bagi anggota diplomat
perwakilan negara asing dan  organisasi internasional  heserla
keluarganya vang tidak mav mendaftarkan diri dan keluargs sesuai
setentuan hak diplomatikya,

1
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(2).

(1).

BAB IV
PENYELENGARAAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Akta Kelahiran
Pasal 5

Seliap kelahiran anak harus dilaporkan oleh orang tua, wali atau
kuasa ke Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Dercncana / Dines / Instansi yang berwenang di bidang Calatan
Sipil paling lama G0 (cnam pulch) hari kerja bagi WNI untuk
memperoleh pengakuan legal negara unluk identitas diri tenteng
maima, jenis kelamin, tempat, tanggal, hari, bulan dan tahun
kelahiran, nama ayah dan ibunya status perkawinan dan
kewargancgaraan orang tuarya untuk memperoleh akla kelzhiran
dengan menghadirkan saksi-saksi

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1 ) dicamt
dalam buku regisier akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta
kelahiran oleh Badan Kependudukan Camamn Sipil dan Keluarga
Rerencar | Dinas / Instansi vang berwenang di bidang Catatan
Sipil.

Pasal 6

PFendaitaran pelaporan kelahiran penandatanganan pelaporan dan
saksi-saksi pada register akia kelahiran Japat ci lakukan olch orang
tuaiya | kuasanya atau cleh dokter, bidan atan dukun hayi yang
menangani persalinan melalui Unit Pelaksana Teknis  di kantor
Kecamatan terdekat dimana orang tuanya hertempat linggal,
Khusus bagi kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Bukan
keturunan Asing dan WNA _

l"

(2).

(3).

i1

(2)

Pelaporan kelahiran bagl Penduduk Warga Nﬂgﬂ.ﬂl Keturunanan
Asing dan WNA dilayani melalui loket-loket pelayanan Catatan

Sipil pada Badan Kependudukan Catman Sipil dan Keluarga
Berencana / Dinas / Instansi vang berwenang di bidang catatan
sipil,

Unwk mempercepat dan mempermudah mobilitas pelayanan dan
kepemilikan aki kelahiran kepada masyarakat dapal diberikan
pelayanan melzlui Unit Pelayanan Teknis di Kecamatan.

Bagian Kedua
Akta Kematian
Pasal 7

Setiap anggote masyarakat harus melaporkan peristiwa kematian
keluarganya ke Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluargn
Berencana | Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan
Sipil paling lama 60 {enam puluh ) heri kerja  dengan
menghadirkan saksi-zaksi.

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicatat
dalgm buku register akta kemarian dan diterbitkan kutipan akia
kematian oteh badan Kspendudukzn Czratan Sipil dan Keluarga
Rersncana / Dinas / Insuansi vang berwenang di bidang Catatan
Sipil

13




(L.

(3.

(1%

FPusul 8

Pendnfwran peluporan kematian pendndatangznan pelapor dan
saksi-saksi pada register akta kematian dapat dilakukan oleh ahli
warisrya / keluarganya / kuasanva mclalul unit pelaksana toknis
Badan pada Kantor Kecamatan terdekal dimana tempat kejadian
peristiwa kematian tersebut terjodi untuk perisiiwa kematian yang
terjadi di wilayah Kevamatan setcmpat , paling lama 60 (cnam
puluh ) hari kerja bagi Wargancgara Indonesia  bukan keturunan
Asing dan Warganegara Asing;

Fendaftaran  Laporan kematian bagi penduduk  wargancgara
Indonesia Kewrunan dan Warga Negara Asing di layani meialui
lokct-loket pelayanan Catatan Sipil pada Kantor Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berercana / Dinas
Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil;

Untuk mempercepa: dan mempermudah mobilitas pelayanan dan
kepemelikar akta kematian kepeada masyarakat dapat diberikan
pelavaran melala Umit Pelayanan Teknis di Kecamatan.

Bagian hetiga
Akty Perkawinan
Pazal 9

Sctiap anzzota masyarakal yang beregama szlain Islam ( Budha,
Hindu, Kristen, Katolik, serna avama dan hepercayaan lainnya )
yang akan melangsungkan perkawinar  harus - mendatiarkan
pencatatan perkawinan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana / Dimas / Instansi yang berwenang di
bidang Catatan Sipil . selelah teriehih dahulu diberkat oleh
nandita, pinandita, pendeta. pastor/romo dan pemiaka agama lainya,
auling lama 30 (vga puluh) han kerja setelah pemberkatan /
penegithan.

14

{2)

(1)

2y

Pendaltaren pencatatan perkawinan schagaimana di maksud dalam
ayat ( | ) dicatar dalam buku register akta perkawinan sctclah
terlebih dahulu diteguhkan pengesahannya oleh pejabat Catatan
Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana [ Dinas | Insians! yang berwenang di bidang Cataran
Sipil dengzan menerbitkan kutipan zkta perkawinan sesual ketenian
hukurn dan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

pendnftaran pencatatan perkawingn, bagl mercka vang belum
berusia 21 | dua puluh satu ) tabun atau sekurang kurangnya bagi
calon mempelei perempuan minimal berusia 16 tahun dan bag
mempelai |aki-lak: minimal berusia 1Y tahun penandatanganan
pada register perkawinan dilakukan kedua pasangan mempelai dan
aleh kadua orang tua / wali sera sagsi-saksings

Bagi calon mempelal laki-laki yang belum berusia 19 @alwun dan
bagi calon mempelai perempuan yang belum berusia 16 hun,
untuk pencatatan perkawmnan sebagimana dimaksud pada avat (1)
dilekukan sctclah memperolch penctapan Pengadilan Negeri.

Sctiap pencatatan  perkawinan  yang  pendaftaramya melalui
Pembantu Pegawai Pencatar Perkawinan ( P4 ) harus terlebih dahulu
dilakukan pemberkatan menarut agama dan kepercaveannyva aleh
Pembanu Pegawa Pencalat Perkawinan (P4) vang hersangkutan
sesual dengan peeturan perundang -undangan yang berlaku.



(1)

(3).

(1)

Bagian Keempat
Akta Perceraian
Pasal 11

Pendefiaran Pelaporan Perceraian dilakukan setelah mempercieh

penetapan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
paling lama 30 tiga puluh ) hari kerja.

Pendaftaran pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
ayat ( 1) dicatat dalam buku register akta perceraian dan diterbitkan
Kutipan Akra Perceraian Oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Dinas / Instansi yang berwenang di hidang
Catatan Sipil.

sehagal rindak lanjut dari putusnya perkawinan dalam perceraian
dan pasangan perkawinan yang bersangkutan, pada register akta
perkawinan pasengan tersebut di catat perkawinan telah putus
kirena  perceraian berdasar  putusan  pergadilan yang  (clah
mempunyzi kekuaran hukum teiap  ( nomor, langgal. bulan dan
labun dalam putusan perceralan ).

Bagian Kelima
Pengakuan dan Pengesahan Anak Lnar Kawin

Paragraf 1
Pengakuan Anak Luar kawin

Pasal 12

Pelgporan Pendaftaran Pengakuan Anak luar kawmn yang orang
tuanya beragama sclain Islam hanya dapat dilakuken bagi Warga
Negsra Indonesia keturunan yang wnduk pada staatblad Tabun
1849 Nomor 25 dan siaathlad Tahun 1917 Nomor 81 jo staatblad
Tahun 1919
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(2)

(1)

(1.

Pengukuan anak luar kawin schagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan oleh orang tua / Bapak ithe hiologis dengan
memberikan tanda tangan pada register akia pengakuan anak luar
kawin pata Badan Kependudukan Catatan Sipil dan  Keluaiga
Berencana/Dinas/Instansi yang berwenang dalam bidang Catatan
Sipil dengan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan
Anak Luar Kawin

Parapraf 2
Pengesahan Anak Luar Kawin

Pasal 13

Pengakuan anak sebagaimana dimaksud Pasal 12 dapar dilakukan
pengesahan enak pada saat dilakukan pencatatan , peneguhan
perkawinan orang tuznya pada Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarza Berencana/Dinas/Instansi yang beerwenang dibidang
Catatan Sipil

Pengesanan anuk sebagimana dimaksad ayat (1) dilakukan dzngan
memberikan catatan pmeggir/akrobasi pada regisier akia dun
kutipan akta perkawinan orang fuanya.

Bagion Keenam
Penganghkatan Anak
Pasal 14

Sefinp orang yang mengangkat anak orang lain menjadi anak
angkatnya harus mendaflarkan penctapan putusan pengangkatan
anak dari Pengedilan Negeri agar mempunyzi kekuatan hukum
tetap sesuai ketentuen Persturan Perundang-Undangan yang
berlaki

|



(1)

(1).

(2).

(3).

Pengangkatan anak sebagaimana dmaksud dalam ayal (1) harus
dilaporkan vleh orang wa angkat atau kunsanya kepada Bupat
melalyi  Badan  Kependudukan Cataan Sipil dan Keluarga
Berencana / Dinas / Instansi vang berwenang di bidang Catatan

Sipil unk mendapatkan pengakuan legal negara atas sahnya
peristiwa pengangkatan anak /acopsi

Bagian Ketujuh

Pernhahom Nama dan Statne Kewarganegaraan

Paragraf |
Perubahan Nama

Pasal 15

Sctiap orang vang akan merubah nama dar: nama semuta yang feiah
rercatat dalam Dokumen resimi Catatan Sipil dan Kependuduken
harus melapor dan mendattarkan ke Pengadiian Negeri dan atau ke
Depastemen Hukum dan HAM untuk memperoleh kelelapar
putusan pengadilan sesual  peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Perubuhan, penambahan dam penggantan namu yang ichah
mendapatl penctapan pengadilan yang telah mempunyai kekustan
hukum tetap. harus dilaporkan kepada Bupati  melalui Badan
Kenendudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas |
Insiansi vang berwenangz di bidang  Catatan Sipil untuk
mendapatkan pengakuan legal negara aies perubahan pama.

Pendattaran pelaporan perubzlan i schasaimane dimaksad
pada avat (1) dan (2) dicatat pada register dan kutipan kedun

perubakan akia calatan sipil dengan nama yang haru,

3

(i

(3).

(1).

FParagrafl 2
Peruhahan Status Kewarganegiraan

Pasal 16

Sctiap orang baik Warga Negara Asing maupun Warga Negam
Indonesia yang akan mwerabah stalus kewargancgaraaninya den
status kewarganeparsan semula harus melapor dan mencafiarkan
ke Pengadilan Negeri maupun ke Departemen Hukum dan HAM
unwk memperoleh penetapan perubshan status kewarzancgaran
vang dikehendski, sesual Peraturan Perundang-undangan yang
herlaku.

Perubahan status kewarganegaraan yang felah mempunyal <ekuatan
hukum tetap, sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan
kepaca Bupat: melaui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarpa Berencana / Dinas [ Instansi yang herwenang di bidang
Catatan Sipil , untuk mendapatkan pengakuan legal negara alas
aeristing perubahan status kewaigancgaraan yang telah disangan.

Pendaltaran  pelaporan  perubahan  stalus  kewargane garaan
sehagaimana tersebut pada ayat (1) dan (20, dilakukan catatan
pinggir/akrobasi pada regisier akia dan Kuipan akia Catatian Sipl.

Bagiun Redeiapan
Peruhahan dan Pemhatalan Ak

Pasal 17

Sctigp orang vang tclah memiliki dokumen pribadi akiz-akia
catatan sipil vang akan melakukan perubahan data maupun biodats
vang dimiliki dan atau bermaksud membataikan akiz pencatiial
sipil yang dimiliki harus melaporkan kepada Bupati melalul Badar
Kependudikan (‘ataman sipil dan Keluarga Berencana ! Dinas /
Instans) vang berwenang di bidang Catatan Sipil

&




Perubahan Jan pembatdan aki Catan Sipil sebagaimana
dimuksud pads ayat (1) harus terlebih dahulu didafiarkan ke
Pengadilan Negen untuk mendapatkan putusan pangzadilan negari
tentang perubahan dan pembalalan akia arena sesuatd kal yang
herkaitan denzan perubaban identitas dan biodaa pribadi,

Feruhahan dan pembatalar akia Catatan Sipil berdasarkan putusan
Pengadilan Nezeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sebazaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) | dilakukan cataian
pingair pada register akta Catatan Sipil yang tersimpan dalam
dokumen Negara Catatan Sipil -

Bagion Kesembilan

Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Kematian, Perkawinan,

Perceraian, Pengakuan, pengesahan dan

pengkatan anak hagi WNI/WNA yany dilaksanakan di Luar Negeri

(1)

asal 18

Setiap warpa Negarz baik warga Negara  Asing  maupun
Warzanegara Indonesia pendudub, Kabupaten Danyumas yang elah
mencatatkan - perkowinan, perceratan, «elahiran, Xematinn,
pengakian ¢ pengesahan dan penganghatan anak di Luar Negeri
harus mclaporkan kepnda Bupati melzly: Badan Kependudukan
Catatan Sipil dan Keluargs Berencasa /Dinas/Instansi yang
berwenang dibidang Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

Pelaporan dies peristiva perdata Catatan Sipil vang iclah dicatatkan
di luar negeri sehagamana dimaksud avat (1), dilakuken peacataian
dan penerhitan Tanda Bukt Pelaporan Pencatatan Peristiwa Ferdata
Catatan Sipil €i luar negert,
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(1.

4)

BAR V
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Dagian Pertama
Duta Arsip Register Akta-akta Catatan Sipil

Pasal 19

Daz arsip regisier akta-akm Cawan sipil merupakan dokumen
négara, sehingza harus disimpan, dipelihara dan dilindung).

LJata arsip register akld-akia Catatan sipil sendgaimani dimaksud
pads ayat (1) merupakar kumpulan arsip data pribadi dan kumpulan
elemern datn wersirukwr yang diperoleh dari hasil penyvelenggarian
pelayanan Calatan Sipl.

Bagian Kedua
Pengelnlaan Data

Pasal 21

Peongelolzan data amsip register akla-akta Catatan Sipil dilaksamakan olch

petugas pengelole data dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan

Keluarea Berencana/Dinos/Instansi  vang berwenang ¢i bidang Catatan

Sipil .

Pasal 21

Data arsip rcgister akia Cazatan Sipil yang diperolch dari hasil

penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipil seeara fisik disimpan pada Badan
Kependudukan Catatzn Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / [nstansi
vang berwenang & bidang Cataan Sipil.

.1



Bagian Ketipa
Pelaporan
Pasal 22

Kepala Bacdan Kependudukan Catalan Sipil dan  Keluarga
Bercncana ! Dinas /Instansi yang berwenang di bidang catatan sipil
melaporkan hasil pengelolaan penyelenggaraan pelayanan catatan
sipil kepada Bupati setiap hulan dansetiap triwulan.

Bupati melaporkan data hasil pengelolaan kegiatan
penvelenggaraan pelayanan Catatan Sipil kepada Gubcrnur dan
Menteri dalam Negeri setisp bulan dan setiap triwulan,

BAR VI

PROSEDUE DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 23

Prosedur dan tala cara penyelenggaraan pelayanan LUalatan Sipil
dintur lebih anjut dengan Peraturan Bupat,

Adas jusa pelavanan pengelolaan penvelenggaraan pelavanan cataan
sipil berupa akis-akis Catatan Sipil dan surat-surst keterangan
dipangut retribusi sesuai dengan Perauran Perundang-undangan
vanz berfgku,

4%

==

(1.

(3

BAB VII

PENYELESATAN DAN PENUNDAAN / PENOLAKAN
PERMOHANAN PENDAFTARAN AKTA-AKTA
DAN SURAT-SURAT CATATAN SIPIL

Pngal 24

Kepala Badan Kependudukan Cataran Sipil  dan Keluarga
Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan
Sipil harus menyelesaikan scliap permwohonan pendafiaran akia-
akta dan surat-surat catatan sipil yang elah memenuhi prosedur dan
syarat-syaratnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Penolakan/penundaan untuk penvelesaian permohonan akats-akla
dan sumi-surat caian sipil dapat dilaksanakan oleh Badan
Eepencudukan Catatan Siptl dan Keluarpa Berencana / Dinas |
Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil, apabila tidak
dipenuhinya prosedur dan syarat-syarat seria keterangan bajk
langsung miau tidak fangsung olen pelapor, saksi-saks) maupur
pihak-pihak yvang berkepentingan;

Peoolakan/penundaan permohonan pendaliaran dimaksod avat (2)
dengan disertal alasan-piasan penolakan / penundaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 25

Peraturan Cacrah ini mulai berlaku pada tanggal Ji Undangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahu memenntahkan pengundiangan

Peraturan Daerah i dengan penempatannya dalam Lembaron Daerah
Kabupatcn Barvumas,
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Ditciapkan di Purwokerto
Pada mngzal 26 Feb 2005

Bupati Banynmas

td
ARIS SETIONO

Di undungkas: di Purwokerto
Puds tanggal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

td
SINGGIH W 1
NIP: 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERIE

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELLAYANAN AKTA
CATATAN SIPIL

I PENJELASAN UMUM

Buhwe Peraturan Dacrah Kabopaten Danyumas Nomor 16
Tahun 2000 @ntang Remibusi Pelavanan Caratan Sipil dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumnas Tahun 2000 Nomor 3 Seri
B, pada schagian ketentuannyz sudah tidak scsuai lagi dengan
keadzan dewasa ini , oleh karena it perlu disesuaikan dan diadakan
perubahan,

Untuk maksud tersebul diatas. maka perlu diterapkan Peraruran
Daerah tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan
Sipil untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomot 23 Tahun
2002 entang Perlindungan Arak.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini mencgaskan arti berbagai
peristilzhan yang cipergunakan dalam
Feraturan Dacrah ini, schingga tidak
terjadi salah pengertian dalam

penfsirannya,



Pasal 2s/d

Pasal 7 Ayat (1)

Pasal 7 ayat (2]
Pasal 8

Pasal 9 avaril)

+ Cukup Jelas

- Maksud dilaporkannya peristiwa

kematian adalzh untuk memperoleh
pengakuan legal negurs enlang identitas
diri dari orang yang meninggal dunia
tersebut mengenz1 nama, tempat,
tanggal hari, bulan dan tahun
kematiannya, jenis kelamin, status
perkawinan dari isteri atsu suami serta
status kewarganegaraannya unluk
memperolch akta kematian,

: Cukup Jelas
. Cukup Jelas

- Maksud dilaporkannya peristiwva

pencatatan perkawinan adalah untuk
memperoleh pengakuzn legal negara atas
peristiva pencatatan  perkawinen  dani
identitas pasangan mempelal yang dicatat
perkawinannyz, sehingge diperoleh
catatan tentang nama pasangan mempelal,
nama kedua orang tuamya, saksi-saksi
serta tempat, hari, tanggal, bulan den
tahun pelaksanaan pencatatan persawinan
termasuk catatan peristiwa pemberkalan
perkawinan mennrit hukum agamanys
seria mama pemuka agama yang iclah
melaksanakan pemberkatan / sakramen.
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Pasal |2 ayat (1)

Maksud didaltarkannya adalah  wpigk
mempervlzh pengakuan legal negarg atgs
peristiwa pengakuan anak di luar kawin
dan pengesahan sckaligus dalam
pencatatan  perkawinan  kedua orang
manya sehinzza ercaml identicas resmg
tenieng peristiwa  pengakuan  dan
pengesahan anak dari avak dan ibunya
menurut nomor, langgal, bulan dan whon
pencatatan, nama anak, tanggal, hari,
bulan dan tahun kelahiran . daia @onggal
bulan dan tahun pengesahan perkaw nan
dalam pencaiatan perkawinanma dengan
menghadirkan saks:-saksi.

Pasal 12 ayat(2) dan (3): Cukup jelas
Pasal [ 3ayat (1) dan (2): Cukup jelas.

Pasal 1 3ayat (3)

: - Maksud dilaporkannya pencatatan

anax kepada Bupau melahn Kepala
Badan Rependudukan, Caatan Sipil
dan Kcivarga Berencana | Linas /
Instanst yang berwenang i bidang
Catatan Sipil adalah untuk
mendapatkan catatan pinggir pada axla
kelahiran anak yeng bersangkutan
identitas. nomor, tanggal hulan dan
tahun peristiwva catatan pengangkalan
anak berdasar putusan Pengadilan
Negen aiey notaris dan nama orang we
yang mengangkat anak tersebul
disamping  muma avall dan bu
kondungnya.

X7



Pasal |4 ayat (1)
Pasal 14 ayet (2)

Fasal 14 ayat (3)
Pasal 15 ayat (1)
Pasal 15 ayat (2)

Pasal 15 ayat (3)
Pasal 16 s/d Pasal 25

- Pendaftaran pelayanan pengangkatan
anak ndak diterbitkan akia Catatan

Sipil Pengangkatan Anak tetapi cukup
dicatal pinggir, peristiwa
pengangkatan anak berdasar Putusan
Pengadilan Negeri, atau akta notaris
pada kutipan dan register
akta kelahiran  anak yang

bersangkutan.

. Cukupjelas
: Maksud dilaporkannya adalah untuk

mendapatkan pencatatan perubahan nama
yang sah melalui catatan pinggir pada
akta-akta Catatan Sipil wvang dimiliki
maupun dokumen Kependudukan lainnya.
Catatan pinggir, akta dalam perubahan
tersebut dicatat berdasar putusan
pengadilan nomor, tanggal, bulan dan
tahun perubahan yang telah ditetapkan.

. Cukupjelas.
: Cukup jelas.
: Maksud dilaporkannya adalah untuk

dilakukan pencatatan pinggir perubahan
status kewarganegaraan dari status
kewarganegaraan semula pada register
dan kutipan akia Catatan Sipil yang
dimiliki, termasuk pada dokumen
kependudukan lainnya. Catatan pinggir
akta dalam perubahan terscbut dicalat
berdasar  putusan  pengadilan nomor,
tnggal, bulan dan tahun lerbitnya
putusan yang telah ditetapkan,

» Cukup jelas.
: Cukup jelas
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